SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 3 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mcnimbang

BUPATI LABUHANBATU,

- 2. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat

atas beban pajak vang sangat tinggi diakibatkan
kenaikan tarifl  vang  sangat signifikan
perubahannya, dipundang perlu merubah tarif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan

Perkotaan;

_ bahwa untuk merubah tarif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perliu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan;
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. bahwa berdasarkan pertimbangan scbhagaimana

dimaksud dalam huruf a hurul b dan huruf ¢
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092},

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209};

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan  Pajak Dengan  Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851j;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Ncgara
Republik Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesita Nomor 3209) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor

5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

148/PMK.07 /2010 tentang Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasl dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D

Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
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Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Dacrah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun
2011 scri A Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

tapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

berapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
buhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
ingunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagal berikut :
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagail berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebagai berikut :
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a. untuk NJOP sampal dengan Rp. 499 999 999 - (Empat
ratus sembilan puluh  scmbilan juta sembilan ratus
sembilan puluh scembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan rupiah) ditetapkan scbesar 0,12 % (nol
koma dua belas persen) per tahun;

b untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima
ralus juta rupiah) s/d Rp. 999 .999.999,- (Sembilan
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan rupiah) ditctapkan scbesar 0,13 % (nol
koma tiga belas persen) per tahun;

c. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu
milyar rupiah) s/d Rp. 1.999 999 999 - (Satu milyar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebcsar
0,20 % (nol koma dua puluh persen) per tahun;

d. untuk NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua
milyar rupiah) s/d Rp. 2.999.999.999,- (Dua milyar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebesar
0,22 % (nol koma dua puluh dua persen) per tahun;

e. untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,27 % (nol koma dua puluh
tujuh persen) per tahun;

2 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pecrdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d dan huruf e dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setclah
dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

. Ketentuan Pasal 31 diubah schingga Pasal 31 berbuny:i
sebagal berikut :

Pasal 31

(1) Kelebithan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar oleh wajib
pajak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah int,
dikompensasikan kepada pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal II
Peraturan dacrah int mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Labuhanbatu.

' Ditctapkan di Rantauprapat
pada tanggal 23 Jul 2015

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 3 Tahun 2015
Tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ALI USMAN HARAHAP
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU : (3/2015)




